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PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52
S Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa

L vIndonesm Tahun 201 l Nomor 49),

' WALI KOTA BALIKPAPAN
~ PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

~ NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK B

| WALI KOTA BALIKPAPAN, . s;_ R

!

Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1)

_ Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesm‘
- Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Mentert Dalam Negcn

'Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang: Pedoman
. Pelaksanaan ~Kawasan Tanpa  Rokok, perlu menetapkan _
. Peraturan Daerah tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok K

1. Pasal 18 ‘ayat (6) Undang—Undang Dasar Negara Republlk

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tcntang Pcnetapan

Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
- Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara. Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9). sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

.' 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang_

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
~Tahun 2014 Nomor. 244, Tambahan Lembaran Negara

| 'Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 . tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 56’79),

4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang

- Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa
Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); o

»  5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indoneéla

Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri
 Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Repubhk
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: Dengan Persetujuan Bersama - ’

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN '
dan . _ -
WALI KOTA BALIKPAPAN o e

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA

ROKOK. o

o BABI - ‘
‘ 'KETENTUANUMUM e

. ;,Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

L
2

- sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagaJ unsur Penyelenggara

Daerah adalah Kota Balikpapan. i
Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemermtahan yang‘
menjadi kewenangan daerah otonom Kota Bahkpapan ;
Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan. - ’ i
Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dlmaksudkan untuk dlbakar,
dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau
bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman Nicotiana Tabacum Nicotiana
Rustica, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang.asapnya mcngandung'
nicotin dan/atau tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.

Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.

. Kawasan Sehat Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KSTR adalah .

ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau

- kegiatan memproduksi, menjual menglklankan dan/ atau mempromosnkan

produk tembakau.

Pimpinan dan/atau Penanggung]awab adalah seseorang yang mempunyal -

tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/ atau penanggung Jawab atas

Pasal 2

~ Asas KSTR yaitu untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapa1 derajat

""".--"‘kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendahan terhadap bahaya asap

Rokok

! :
o L
I ;

Pasal 3 o '. :  { -

- Pengaturan pelaksanaan KSTR bertujuan untuk:

“ ‘b

-'C

melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya ak1bat Merokok N , ,
membudayakan hidup sehat; dan . S
menekan angka perturnbuhan perokok pemula.

Pasal 4

| Pnns,lp penerapan KSTR meliputi: | | - s o

' c.

- 100% (seratus persen) KSTR; ' ,

‘tidak ada ruang Merokok di tempat umum / ternpat kerja tertutup, dan i
pemaparan asap rokok pada orang lain melalui keglatan Merokok, atau
tindakan mengizinkan dan/ atau - memblarkan orang Merokok di KSTR
bertentangan dengan hukum : :



BABII R
RUANG LINGKUP KS’I‘R Ry

L . g PasalS

'(1) Ruang hngkup KSTR mehputl ’

. " a. fasilitas pelayanan kesehatan;

b. tempat proses Belajar mengajar

“c. tempat anak bermain;

v%.j_‘i_d tempat ibadah;

. e.angkutan umum; -

' f. fasilitas olah raga; =~

* g. tempat kerja; e

»?h Uﬂnpatlnnxun,dan ~' ;; . - ”‘f

~i. tempat lain yang akan dltetapkan oleh Wah kota LT S,

"KSTR sebagalmana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan h dapat menyedlakan_

- tempat khusus untuk Merokok. e

3): Tempat khusus untuk Merokok sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) harus, o

. memenuhi persyaratan S S
a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan SR

- udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; - : . R

b. terplsah dari- gedung/ tempat/ ruang utama dan ruang lam yang dlgunakan.i RO

~“untuk beraktlﬁtas, Y Pal

“c. _]auh dan tidak terlihat dari pintu masuk dan keluar, dan

~ d.jauh dan tidak terlihat dari tempat orang berlalu lalang. = - N

_Q.»Bentuk dan ukuran tempat khusus untuk Merokok sebagalmana dn‘naksud[ SR

- pada ayat (2) sebagai berikut: e . : j ' R

a. berbentuk. kotak empat persegi panjang dengan ukuran pan_]ang 1 m. (satu ER

* ‘meter) dan lebar 80 cm (delapan puluh sentlmeter), S AT

b. berwarna hljau, dan : » S

c. bertuhskan tempat khusus Merokok atau smokmg area

B , . Pasa16 ‘ Lot - o : S

"KSTR sebagalmana dlrnaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampa1 dengan' S
huruf f merupakan kawasan yang bebas dan asap Rokok hmgga batas pagar,
terluar. Lo
"KSTR sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h"” S
}merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hlngga batas kucuran air T

“darl atap pallng luar . . o T |

. BABII e
LARANGAN DAN KEWAJ]B AN

Baglan Kesatu B
L«'=1rangan PR

‘ Lo T Pasal7
»"»(1) Setlap orang dllarang Merokok d1 KSTR. ' EERRR PL
’-'(2) Setiap orang/badan dllarang memproduk31 mempromosukan menglklankan
dan menjual Rokok d1 KSTR ST » L SRS R

Baglan Kedua
cha}lban E :

. L R . - . » o Pasal8 PR . Lo : 8 PR
(1) Setlap leplnan atau Penanggung Jawab KSTR pada tempat sebagaJmana A

dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dcngan huruf h, wajib: _‘ N
- a. melakukan ‘pengawasan 1nternal pada tempat dan / atau loka31 yang e
S menjad1 tanggungjawabnya T R TR IE T TR T E




b. melarang setlap orang Merokok di KSTR di w11ayah yang menJad1 tanggung
- jawabnya; .
“c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/ atau loka81 yang :
- menjadi tanggung jawabnya; dan : :

d memasang tanda dilarang Merokok sesuai persyaratan d1 semua plntu” :

- ‘masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terlihat. .

{2 Tanda dilarang Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d,

“ . tercantum dalam Lampiran I yang merupakan baglan tldak terp1sahkan dar1 |
Peraturan Daerah ini. : =

BABIV TR T

PERAN SERTA MASYARAKAT S A S A

- Pasal 9~

(1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KS’I‘R L ,
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal

membenkan pernyataan dukungan terhadap hngkungannya sebaga1 KSTR

. B o Pasal 10 : .
) Setlap orang dapat ikut serta memberikan bu'nbmgan dan penyuluhan-
- dampak Rokok bag1 kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.

e ( 2) Setiap = warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan

- meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap
B Rokok »

| "BABV -
 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Baglan Kesatu
Pembinaan

.  Pasalll Lo XU
(1) Pembmaan KSTR dllaksanakan dengan membentuk tnn pembina “dan
pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Wah Kota. . - "

»._"'(2) Pembinaan pelaksanaan KSTR berupa E

a. fasilitasi; ‘ I : '_" _— SIS
b. bimbingan dan/ atau penyuluhan .. : S
c. pemberdayaan masyarakat; dan- - L o

d menylapkan petunjuk tekms '

Bagian Kedua
) Pengawasan

o ' ) Pasal 12 . ’ :
(1) Pengelola, leplnan dan/atau. Penanggung jawab KSTR pada mstanSI
. pemerintah maupun swasta wajib melakukan 1nspek31 dan pengawasan d1'
) - KSTR yang menjadi tanggung jawabnya
'(2) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab KSTR sebagalmana
~dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan
kepada tim pembina dan pengawas setiap 6 (enam) bulan sekali. - ;
(3) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab .KSTR sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) dapat dlkenakan sankSI admlmstratlf berupa
permgatan tertuhs ' : o T ‘



(4) Pengclola, lepman dan / atau Penanggung _]awab KSTR pada 1n‘stan31 swasta '1 i o
' _apabila dalam waktu 1- (satu) bulan sejak peringatan tertulis’ sebagaumana_ IR

ke ‘dimaksud pada ayat (3) diberikan, pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggungf.;!_-. —

B dlbenkan oleh Wah Kota atau pc_labat yang dltun_]uk

Pasal 13

':»'Daerah 1n1 Vi

BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF

s Baglan Kesatu S
A Perorangan S

: Pasal 14

ayat (2), dikenakan denda administratif sebagai berikut: :
a. ,i»memprodukm Rokok di KSTR sebesar Rp 5.000.000, 00 (11ma Juta ruplah), i

ribu rupiah);

_.*ribu rupiah); dan/atau
’f.,men_]ual Rokok d1 KSTR sebesar Rp 500 OOO OO (11ma ratus r1bu ruplah)

ST BaglanKedua . SR _

Badan '

Setlap P1mp1nan atau Penanggung Jawab KSTR yang melapggar ketentuan“

‘a. teguran tertulis pertama,
pertama tidak d1tanggap1 diberikan. teguran tertulis kedua; -

~tidak dltanggapl ‘diberikan teguran tertulis ketiga; dan. -~

}/fi‘admmlstratlf sebagai berikut: -
 sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); -
" sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah); -
“sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta ruplah) dan/ atau

o i _’sebesar Rp 5.000.000 00 (hma Juta ruplah)

jawab KSTR  belum memenuhi ketentuan sebagaimana . tercantum dalam -
permgatan tertuhs, maka kawasan dlmaksud dlbenkan sank51 pencabutan‘i L
e (5) Sank31 admlmstratlf sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) dan ayat (4) R

"'}.»Pelaksanan pengawasan dan nispeksx sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 12 :
‘ayat (1) mengacu pada formullr atau lembar pengawasan sebagalmana tercantumj‘ S
~dalam- Lamplran II yang merupakan baglan tldak terplsahkan dan Peraturan;

::'Set1ap orang yang mclanggar ketentuan sebagalmané dlmaksud dalam Pasal 7 :

"v".f’;mempromos1kan Rokok di KSTR sebesar Rp 2 500 000 OO (dua Juta 11rna ratus

"‘menglklankan Rokok d1 KSTR sebesar Rpl SOO OOO 00 (satu Juta hma ratusv-:jvrv';;

. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 7 ayat »,
~(2) dan Pasal 8 ayat (1), dikenakan sanks1 admlmstratxf dengan tata cara ey

f‘-’b apabila. dalam waktu 3 (tiga) han sejak dlterlmanya teguran tertuhs}""_f "
v"r‘c'vapablla dalam waktu 3 (tiga) hari sejak dlterunanya teguran' ‘tebrtuhs kedua:'.’f;;‘

- d; dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tértuhs ketlga tldak
Cjuga d1tanggap1 Pimpinan atau Penanggung Jawab KST R dlkenakan denda;,;‘ o

. melanggar ketentuan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (3)*’
;irnelanggar ketentuan - sebagalmana dlmaksud dalam bPasal 5 ayat (4)':; :
. melanggar ketentuan  sebagaimana dimaksud . délam Pasal '7 ayat (2)'»;}:

. melanggar ‘ketentuan | sebagalmana dxmaksud dalam Pasal 8 ayat ( 1)



(2)

~ melakukan penyldlkan terhadap tindak pldana pelanggaran Peraturan Daerah
ini. '

@

‘usahanya.

Co
i

Setlap leplnan atau Penanggung Jawab KSTR yang telah melakukan o
pelanggaran- sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi
administratif berupa pencabutan izin tempat usaha dan penutupan tempat S

. BABVII S | o
KETENTUAN PENYIDIKAN L

Pasal 16

Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang

chehang Penyldlk Pegawa1 Negeri Slpll sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)

~ meliputi: : : !

‘a. menerima laporan atau pengaduan dan seseorang mengenal adanya tmdak v

pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;

vb melakukan tindakan pertama dan pemenksaari di tempat kejadlan

c ‘menyuruh ‘berhenti seseorang dan memenksa tanda pengenal -dm

(TQ ‘

'd'. melakukan penyitaan benda atau surat;

- tersangka; ;
e. mengambil sidik jari dan memotret’ seseorang, , S v 1o
f. memanggil orang untuk didengar dan dlpenksa sebagaJ tersangka atau
‘saksi; .
. mendatangkan ahh ‘yang diperlukan dalam hubungannya dengan

© pemeriksaan perkara;
‘h.mengadakan penghentian penyldlkan setelah mendapat petunjuk dan o
- penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti

- atau’ peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya

) melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum o

o tersangka atau keluarganya; dan

@)

,i' mengadakan  tindakan  lain menurut hukum ' yang dapat

- dipertanggungjawabkan.
Peny1d1k Pegawai Negeri Sipil sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), tldak :
berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan. -
Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dlmaksud pada ayat (1), membuat :

~ berita acara setiap tindakan dalam hal:

- d. pemeriksaan saksi; o v
 e. pemeriksaan di tempat kejadlan, dan ,
f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

(1)

(2)

“a. pemeriksaan tersangka; -

b. memasuki rumah dan/ atau tempat tertutup lamnya : S o
c. penyitaan barang; o ' "

BAB VI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 17

'. Setlap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 7
‘ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) buIan atau

denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).-
Tlndak p1dana sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran '



o BAB IX | ,,
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

. Peraturan Daerah ini mulal berlaku pada tanggal dlundangkan IR
~Agar setlap orang mengetahumya, memerintahkan pengunda_ngan Peraturan
" Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bahkpapan it

SO Dltetapkan ch Bahkpapan i‘
7 pada tanggal 20 Agustus 2018*
BRI 'WALI KOTA BALIKPAPAN e

T ttd B RO D
- *,’M_- szAL’,EFFENDi :‘,-- S

gv_vD1undangkan d1 Bahkpapan o
pada tanggal 21 Agus tus 2018

;SEKRETARI DAERAH KOTA BALIKPAPAN oL

SAYID MN FADLI

LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAI—IUN 2018 NOMOR 3

Salman sesua1 dengan aslmya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN j SR
- KEPALA BAGIAN HUKUM,

' 'NIP 196108061 90031004




PENJELASAN
SR SRITI ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN DY

T NOMOR3TAHUN 2018 R
. TENTANG - S S
ffKAWASAN SEHAT TANPA ROKOK "

- :L'"IMVUM

Pembangunan keschatan sebaga1 salah satu upaya pembangunan' Sy o
-;fnasmnal dlarahkan guna - tercapamya v kesadaran, kemauan dan’fff"'v‘
= kemampuan untuk hldup sehat bagi - setiap penduduk agar dapat:ff SRR
"‘;f-vmcwujudkan derajat keschatan yang setmgg1 tlnggmya T S
" 'Untuk mewujudkan. derajat kesehatan yang setmggl tmggmya baglfji‘ R
f."masyarakat tersebut d1selenggarakan berbaga1 upaya kesehatan di S
“mana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan Zat Ad1kt1f yang 1
dlatur dalam Pasal 113 sampai df:ngan Pasal 116 dan Pasal’ 199
Undang—Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal = |
/113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan f RN
"""’L:vdmyatakan bahwa Produk Tembakau merupakan Zat Adiktif, - SR EE
: Dalam kaltannya dengan bidang kcsehatan, .v konsum31 Produkffz.'f L
Tembakau ‘terutama ‘Rokok, menjadl ‘masalah - tersendm karenaﬂ_:
L vsebenarnya d1 dalam Produk Tembakau yang dlbakar tcrdapat lebih dari !
4,000 (empat ribu) zat kimia antara lam N1kot1n yang bers1fat ad1kt1f dan 'f*_ Lol
”Tar yang bersxfat karsmogemk Co SRR : SRS B
Dampak negatlf penggunaan tembakau pada kesehatan telah lama ?
,,:vdlketahm dan kanker paru merupakan penyebab kematlan nomor satu:.f'
- di dunia, d1 samplng ‘dapat menyebabkan serangan Jantung, 1mpoten81,
: ‘penyaklt darah enﬁsema, stroke, dan gangguan kehamﬂan dan janm
ang sebenarnya dapat dicegah. S e Ll
- Merokok merugikan kesehatan ba1k bag1 perokok 1tu sendm maupun'] R
orang lam dlsekltarnya yang. tldak ‘merokok (perokok pasﬁ) ‘Perokok - e
"‘:'mempunyal risiko 2- 4 kah hpat untuk terkena penyaklt 3antung koroner'
i"’dan I'lSlkO lebih- t1ngg1 untuk kematlan mendadak Perhndungan terhadapf' -
_bahaya paparan asap Rokok orang laln (perokok pasif) perlu dilakukan | -
_‘_‘J_mengmgat r151k0 terkena penyaklt kanker bagi perokok pas1f 30% (tlgav;
T puluh persen) 1eb1h besar dlbandlngkan dengan yang tidak terpapar asap | .
" Rokok. Perokok paszf Juga “terkena penyaklt Iamnya sepertl perokok’ I
o antara lain penyaklt Jjantung iskemik yang disebabkan oleh asap Rokok. | .
’l'?f:f{:;Kondlsl tersebut membahayakan kesehatan 1nd1v1du dan masyarakat i
o {fsehmgga perlu tmdakan perhndungan terhadap bahaya paparan asap. S
- rokok dengan cara menetapkan KSTR, selain itu Pemerintah Daerah perlu | -
o melakukan pengendahan terhadap 1k1an, prom031 dan penjualan Produk R
o Peran masyarakat dalam upaya pengamanan Produk Tembakau P
3 bagl kesehatan perlu dltmgkatkan agar tu_]uan dan Peraturan Daerah 1n1 : , IR
' .',"’tercapal dengan optimal. . B I O S SO . .
. Pembmaan dan pengawasan oleh T1m Pernbma Pengelola P1mp1nan
. dan/ atau Penagggung Jawab KSTR atas pelaksanaan KSTR d1laksanakanf» g e
' .vsesual tugas dan fungsmya masmg—masmg R '; 3

v 8 o




. PASAL DEMI PASAL S

. Cukup _]clas
Pasal 2 R
Cukupjclas S
__PasalS , T
Cukup Jelas ST

Pasa14 el e

Cukup Jclas . BT S

/ yat [
- Humfa

"daerah dan / atau masyarakat
{Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang dlgunakan___%‘:-v ¢
~untuk - keglatan -belajar, mengajar pendldlkan dan/ atauf
pelatlhan : C S o ’
;Teﬂinpat anak berma.ln adalah ‘area. tertutup maupun terbuka‘r
yang dlgunakan untuk kchatan bermam anak—anak VI
Hurufd : T PRI

»;Tempat 1badah adalah bangunan atau ruang tertutup yang
’rnérmhkl ciri-ciri  tertentu yang khusus dlpergunakan untuk"f_

permanen tldak termasuk tempat 1badah kcluarga
- Angkutan umum adalah alat angkutan bagl masyarakat yangf

kompensasx
Huruff

semua lapangan dan bangunan ':'_ olah raga beserta

raga N
: .bHurufg BRI

»”;»’Fasﬂltas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/ atau‘_’:':(v_’fv': T
'{;H?:tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya S
" pelayanan kesehatan, baik promotlf preventlf kuratlf rnaupun T
"-”:rehablhtatlf yang dilakukan - oleh pemenntah pemerlntah e

beribadah bagi para pemeluk - masing- masing agama secara‘:,%}:

clapat berupa kendaraan darat a1r, dan udara blasanya dengan o R Ry

Fasﬂltas olah raga adalah suatu bentuk yang permanen blsa‘j ::". o
"”dlgunakan dldalam ruangan atau dlluar ruangan mehputl,‘_: UE

kelengkapannya untuk melaksanakan keglatan program olahf;.‘ o

Tempat kerJa adalah tlap mangan atau lapangan tertutup atau;»f kR
- terbuka, bergerak atau tetap d1mana tenaga kerja. bekerja atau - S

& T"F-vYang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan

5.,'d1mana terdapat surnber atau sumber—sumber bahaya”
"‘:"Hurufh LT ' '

- Tempat umum adalah sernua tempat tertutup yang » dapatv‘.jf“‘f‘ L

if}i.f'};f,dlakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat' [




dlkelola oleh pcmermtah swasta, dan masyarakat
Huruf i i - :

F keglatan masyarakat
'.Ayat (2) ol -

. Cukup Jelas
Ayat (3)

Huruf | zi

dlmanfaatkan bersama—sama untuk keglatan masyarakat yang"' R

. Tempat Iam yang akan dltetapkan oleh Wah Kota adalah‘ tempat_;_ .
~ terbuka ‘'yang dapat d1manfaatkan bersarna—sarna untuk‘-,v,ﬁi”- A

v Yang dxmakSud dengan ruang terbuka adalah ruangan Yang_jf:‘ o

E :asap rokok dapat langsung keluar d1 udara bebas A
:‘;’Hurufb SRR

Cukup _]elas
:.;_’Hurufc RS
Cukup Jelas |

:}’Ayat (4
i Cukup _]elas

Cukup Jelas :  g
',ffPasaI 7 £ L
N Cukup Jelas.’

R Cukup _]elas'./”' -
‘Pasal 9 e
S Cukup Jelas, o
i-;ﬁPasa] 10
o Cukup Jelas.-
: .,Pasal 11 R
Cukup Jelas.' e e
_Pasal 12 , o .
" i Cukup _]elas.':f_v - R

i*’-PQsal%lB ML TR
Cukup Jelas St

Cukup JelaS;‘:“ T

Cukup Jelas'.:‘f? AN

-~ Pasal 16 Ll

= Cukup Jelas;' S

Pasal 17
L Cukup Jelas,}

| Pasal 18 .

’ Cukup _]elas

B _TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN NOMOR 44

L ~ salah satu sisinya tidak ada dlndmg ataupun atapnya Sehmgg a
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Formulir Pemantauan Wilayah KSTR

 LAMPIRAN II

~ PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 3 TAHUN 2018 » .

- TENTANG

KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK

. Ly Logo Pemda :
B R Implementasi KSTR 100% OE0TERE
‘Perda No.......cceeeeenen Tahun........ dan Perwali No.........
- Section A ' ’ ' o : : S
‘Nama Institusi = :  Nama Petugas Inspeksi:
Tanggal ,
: Kunjungan o
Waktu Kunjungan o
Section B -
- ' o ‘ N o . S S (Sebutkan lokasi di dalam
No. _Indikator Ged. I Ged. I - Ged. I ' Ged. IV Ged. V gedung yang diperiksa, -
. seperti: lobi, ruang tunggu,
ruang kerja, restoran, bar,
S : ruang kelas, kamar kec1l
' o o B R R A SN | - {ruangtunggu pasien, .
» Ya | Tidak | Ya Tidak Ya |Tidak| Ya |Tidak| Ya [ Tidak [ ruangdokter, kamar hOtel)
1 Ditemukan orang merokok di dalam gedung - '
2 Dltcmukan ruang khusus merokok di dalam HE
' gedung
3 Ditemukan tanda dllarang mcrokok dx semua
pintu masuk .
4 Tercium bau asap rokok L
-| Ditemukan asbak dan korek api di dalam
S5 gedung '




6 Ditemukan puntung rokok di dalam gedung

7 Ditemukan indikasi kerjasama dengan
Industri tembakau dalam bentuk sponsor, -
promosi, iklan rokok (misalnya: serbet,
tatakan gelas, asbak poster spanduk
billboard, dll) - ’

Ditemukan penjualan rokok di hngkungan '

. gedung (misalnya: sarana kesehatan,

8 [ pendidikan, panti anak, olahraga, rumah
: ibadah, gedung kantor kecuali restoran,

pasar, toko) -

Section C

' Pertanyaan untuk Pengelola
Gedung:

- . Apakah anda tahu tentang kebijakan KSTR di Bahkpapa.n yang R : : v ' Komentar tambahan oleh
1 melarang orang merokok di dalam gedung? - - - Ya | | Tidak | | - Petugas Inspeksi

, Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebij akan KSTR di ” : ‘

2 Balikpapan? Ya Tidak

'~ Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KSTR harus dilaksanakan =

3 oleh Pengelola Gedung? Ya ' - Tidak

, Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sankm _]lka _ ’

4 _tidak melaksanakan Kebijakan KSTR? L Ya - . Tidak
: Kendala apa saja yang anda hadapi ketika o ’ B :

. 5 | melaksanakan Kebijakan Balikpapan Bebas Rokok

di 1embaga anda? Tolong sebutkan 5 Solusi'vapa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.
2 - . o - 2

ne m | e o ——m—— . c——_i




A Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbalkan (Petugas Inspeks1 harus Iangsung membenkan masukkan berdasarkan
DL hasﬂ 1nspeks1] v e P : 3 :

ety
InSpeksi: r

v Kepala Inst1tus1 /P1mpman Pengelola Gedung

L . Nama E T R R R

Tandatangan
B Nama

Salman sesual dengan ashnya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN‘»FTI L
 KEPALABAGIANHUKUM, -

NP 196108061 90031004 ’




